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ABSTRAK 

 

Kebijakan pelayanan tentang eazy passport sebagaimana yang 

telah diatur di dalam Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 

2020  Tentang eazy passport yang menjadi landasan utama di dalam 

pelaksanaan layanan eazy passport oleh petugas imigrasi kepada 

masyarakat. Tujuan dari adanya kebijakan layanan eazy passport 

adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan passport 

tanpa harus datang ke kantor imigrasi terutama pada masa pandemi 

Covid-19 dan untuk menstabilkan PNBP Negara akibat adanya 

pandemi Covid-19, alasan melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

pelayanan eazy passport yang di lakukan oleh petugas kantor imigrasi 

sudah sesuai surat edaran yang tertera. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan 

pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport kepada 

masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I 

TPI Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap 

pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport 

kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi 

kelas I TPI Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport 

kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi 

kelas I TPI Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan fiqh 

siyāsah terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian 

tentang eazy passport kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-

19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung. Penelitian ini 

datanya diperoleh langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar 

Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi, 

wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan dari penelitian ini Pelaksanaan pelayanan 

kebijakan eazy passport yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi, 

petugas kantor imigrasi belum melaksanakan pelayanan kebijakan 

eazy passport sesuai  dengan Surat Edaran IMI-1060.GR.01.01 Tahun 



 
 

 

2020 tentang layanan eazy passport kepada masyarakat yang berlaku 

selama pelaksanaan pelayanan eazy passport pada masa pandemi 

Covid-19 hingga saat ini. Berdasarkan pandangan fiqh siyāsah 

tanfῑżiyah terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan eazy passport, 

pegawai kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung belum melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Surat Edaran IMI-

1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang layanan eazy passport. 
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MOTTO 

 

                              

                          

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

(Q.S. an-Nisā’[4]:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul  

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk 

menghindari dari sebuah kesalah pahaman maka penulisan merasa 

sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna 

memperjelas maksud suatu judul di dalamnya. Judul skripsi yang 

di maksud adalah “Tinjauan  Fiqh Siyāsah Terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan  Keimigrasian Tentang 

Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di kantor 

Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar 

Lampung).” 

Beberapa uraian-uraian yang akan dipaparkan 

berdasarkan istilah pengertian di dalam judul skripsi ini adalah, 

sebagai berikut:  

1. Tinjauan Fiqh Siyāsah  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan 

berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, 

memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.
1
 

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan 

dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala 

bentuk aturan hukum yang ada.
2
 

2. Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Kepada  

Masyarakat  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat dipahami sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik 

                                                             
1 KBBI, "Arti kata Tinjauan," KBBI Online, 2016, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan  
2 Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar 

Lampung,” AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No.2 (2021): 9–14. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006 



 

 
2 

maupun jasa publik yang  pada prinsipnya merupakan tugas 

dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakaan dan  

diwujudkan. Pelayanan Publik merupakan tugas pokok dan 

kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan dan 

diwujudkan.
3
 Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 

dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian menegaskan bahwa “Keimigrasian ialah hal 

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga 

tegaknya kedaulatan negara”.
4
 

3. Pada masa Pandemi Covid-19 

Virus Corona atau  severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini 

disebut  Covid-19. Virus  corona bisa menyebabkan gangguan 

ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang 

berat, hingga kematian.
5
 

Pengaruh pelayanan kebijakan di kantor imigrasi adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban serta mengatur keadaan. Keimigrasian ialah hal ihwal 

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta 

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan 

negara. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

                                                             
3 Enny Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi 

Masyarakat,” Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3, No. 2 (2019), 274–82. 

https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1977 
4 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
5 Dokter Pittara, “Virus Corona,” AloDokter, 2022, 

https://www.alodokter.com/virus-corona. 
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barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi 

ranah di mana negara melalui pemerintah berinteraksi dengan 

lembaga non pemerintah dan warga negaranya dalam 

menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa 

publik secara luas. Walaupun di tengah masa pandemi Covid-19 

kebutuhan akan pelayanan publik tersebut harus tetap di jalankan 

secara baik dan harus disesuaikan sesuai perkembangan situasi 

dan kondisi oleh para penyelenggara layanan demi untuk tetap 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demi upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19.
6
 

 Dampak dari adanya masa pandemi banyak menuntut 

masyarakat melakukan perubahan dan penyesuaian pada 

kebiasaan sehari-hari, dan hal inipun juga berlaku pada 

penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Kebijakan pemerintah 

dalam menghambat penularan virus Covid-19 telah banyak 

diberlakukan mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial, hingga 

lockdown. Hal ini berimbas pada standar pelayanan publik yang 

sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk tetap dapat meningkatkan 

standar pelayanan para penyelenggaraan layanan harus dapat 

melakukan inovasi terhadap pelayanan publik. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya efektif dalam upaya untuk menghadirkan pelayanan 

terbaik untuk masyarakat terutama di tengah situasi pandemi 

Covid-19, sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tetap 

dapat terpenuhi dan masyarakat tetap terlindungi dan nyaman 

dalam menerima pelayanan.
7
 

Salah satu institusi pemerintah yang menjalankan fungsi 

pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang 

merupakan unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

                                                             
6 Sonia Junita and Afriva Khaidir, “Efektifitas Inovasi Pelayanan Pengurusan 

Paspor Secara Kolektif ( Eazy Passport ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Padang,” Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik, Vol. 6, 

No. 1 (2022): 24–34. 
7 Dipo Wardoyo, “Analisis pelayanan eazy passport kantor imigrasi kelas I 

khusus TPI Soekarno Hatta ,” Makalah, 2022, 
https://jdihjakarta.kemenkumham.go.id/common/dokumen/makalah_nuritakusumastut

inuritakusumastuti.pdf. 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian. Fungsi 

keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara 

dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, 

keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. Penegakan hukum merupakan bentuk dari hukum, 

yang mana goal dari hukum adalah keadilan karena rasa keadilan 

merupakan acuan utamanya.
8
 Karena keadilan yang sebenarnya 

menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk 

meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan 

timbal balik.
9
 

Kemudian kantor imigrasi sebagai lembaga dalam struktur 

kenegaraan yang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak 

dalam bidang jasa pelayanan dan penerbitan visa dan paspor atau 

surat perjalanan republik Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam 

menghambat penularan virus Covid-19 telah banyak diberlakukan 

mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial, hingga lockdown. 

Hal ini berimbas pada standar pelayanan publik yang sudah ada 

sebelumnya. Sehingga untuk tetap dapat meningkatkan standar 

pelayanan para penyelenggara layanan harus dapat melakukan 

inovasi terhadap pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya efektif dalam eazy passport upaya untuk menghadirkan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama ditengah situasi 

pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan tetap dapat terpenuhi dan masyarakat tetap terlindungi 

dan nyaman dalam menerima pelayanan.
10

 

                                                             
8 Mahmudin Bunyamin, Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, “Pembagian 

Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Positif Di Indonesia,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family 

Law Vol 2, No. 2 (2021): 101, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041/pdf. 
9 Mahmudin bunyamin Jayusman, Nova Puspita sari, Andi Eka Putra, 

“Perseptif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok 

Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 14, 

no. 2 (2022), http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314. 
10 Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." 

Junal Literasi Hukum, Vol. 3, No. 2 (2019): 274-282 

https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1977  



 

 
5 

Inovasi kebijakan keimigrasian yang diambil oleh kantor 

imigrasi Bandar lampung seperti adanya eazy passport yang 

sesuai dengan layanan eazy passport di keluarkan oleh Ditjen 

Imigrasi pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Surat Edaran Nomor 

IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020  Tentang eazy paspport dengan 

dikeluarkan surat edaran mengenai eazy passport tersebut berarti 

mulai ditingkatkannya pelayanan keimigrasian pada masa new 

normal. Adapun ketentuan dan prosedur pemberian layanan 

paspor dalam pelaksanaan layanan eazy passport sebagai berikut :  

1. Layanan melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan per 

hari; 

2. Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran 

Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta dan institusi 

pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam 

pelaksanaan layanan eazy passport;  

3. Layanan eazy passport hanya melayani pembuatan paspor 

baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan 

halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena 

hilang atau rusak; 

4. Jadwal layanan ditentukan oleh kantor imigrasi setempat dan 

dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) 

atau di luar jam/hari kerja;  

5. Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan 

dengan mobile unit SPRI baik secara online atau offline; 

6. Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah 

pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis 

paspor yang dipilih;  

7. Pemohon layanan  eazy passport dapat diberikan layanan 

percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat 

pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu 

setempat; 

8. Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi 

dapat dilaksanakan sebagai berikut:  
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a. Diambil langsung oleh pemohon paspor;  

b. Diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas 

sebagaimana tersebut pada angka satu  dengan 

melampirkan surat kuasa/surat perintah dari 

pimpinan/para pemohon; 

c. Dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.  

9. Dalam pelaksanaan layanan eazy passport agar diterapkan 

prosedur pencegahan penularan Corona Disease 2019 (Covid-

19) dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan 

menerapkan physical distancing.
11

 

Penerapan kantor imigrasi berperan penting, dalam 

melakukan inovasi kebijakan keimigrasian yang diambil oleh 

kantor imigrasi kelas I TPI Bandar lampung seperti adanya eazy 

passport yang sesuai dengan layanan eazy passport.  

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam 

merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi 

seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia. 

Kemudian di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa 

mengakomodir kepentingan hamba-Nya, dalam kehidupan 

bermasyarakat yang kompleks di masa sekarang ini. 
12

 Seperti 

kepentingan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan pembuatan 

Eazy Passport, hal ini berkaitan dengan bagian hukum islam salah 

satunya yaitu Fiqh siyasah. 

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui 

segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fiqh Islam Sunni, 

siyāsah terdapat pada kata siyāsah syar'iyyah, yang berarti 

pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa fiqh siyāsah 

adalah bagian dari hukum Islam, fiqh siyāsah adalah Ilmu tata 

                                                             
11   Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Layanan 

Eazy Passport. 
12 Rahmad Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, “Kewarisan Anak Yang Beda 

Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan 
Masyarakat Islam 13, no. 2 (2020), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581. 



 

 
7 

negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang dijalaninya.
13

 Secara sederhana maslahat (al-maslahah) 

diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. 

Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan 

tujuan syara.
14

 Dalam hal ini siyāsah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan adanya eazy passport yaitu siyāsah tanfῑżiyyah 

(politik pelaksanaan perundang-undangan). Pembahasan terkait 

peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam siyasah 

tanfῑżiyyah syar’iyyah yang masih merupakan bagian dari fiqh 

siyāsah. Kemudian siyāsah tanfῑżiyyah syar’iyyah merupakan 

bagian dari fiqh siyāsah yang membahas tugas melaksanakan 

undang-undang. 

Permasalahan yang ada dilatar belakang ini yaitu pegawai 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung belum 

melaksanakan Surat Edaran IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 

tentang layanan eazy passport. Yang mana di dalam surat edaran 

tersebut telah dijelaskan dipoin nomor satu tentang prosedur 

pelaksanaan layanan eazy passport yaitu layanan eazy passport 

melayani minimal 50 (lima puluh) pemohon perhari. Tapi pada 

faktanya yang ada di lapangan dan berdasarkan data yang penulis 

peroleh dari Kantor Imigrasi Bandar Lampung juga dijelaskan 

bahwasannya satu bulan pegawai kantor imigrasi hanya 

melaksanakan pelayanan sejumlah 64 pemohon pada bulan 

                                                             
13 Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” As-Siyasi : Journal of 

Constitutional Law, Vol. 1, No. 2 (2021): 14–33, 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368. 

14 Efrinaldi, zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fatimah, “Tinjauan 

Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam 

Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)  Vol 13, No 1 (2020): 4, 

http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344/3723. 
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Oktober 2022. Hal ini sangat jauh dari prosedur yang telah 

ditentukan di dalam surat edaran tentang layanan eazy passport 

poin satu yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Bandar 

Lampung. 

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam tentang 

keimigrasian, khususnya peran dan fungsi kantor imigrasi serta 

pelaksanaan pelayanan kebijakan terkait eazy passport kepada 

masyarakat pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian 

Tentang Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di 

kantor Imigrasi kelas I TPI  Bandar Lampung).‟‟ 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas 

mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada dan lebih terarah.Untuk itu, penulis memfokuskan 

penelitian ini pada analisis fiqh siyāsah terhadap pelaksanaan 

pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport pada 

masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2021-2022. 

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana 

pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy 

passport pada masa pandemi Covid-19 dan Bagaimana tinjauan 

fiqh siyāsah terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan 

keimigrasian tentang eazy passport pada masa pandemi Covid-19 

pada Tahun 2021-2022. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar 

belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian 

tentang eazy passport kepada masyarakat pada masa pandemi 

Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap pelaksanaan 

pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport 

kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kantor 

Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian pada penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kebijakan 

keimigrasian tentang eazy passport kepada masyarakat pada 

masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyāsah terhadap 

pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy 

passport kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di 

Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung, 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Sarana bagi penelitian untuk dapat lebih memahami 

dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian ini dan dapat 

bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada 

itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam 

rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik 

analisis fiqh siyāsah terhadap pelaksanaan pelayanan 

kebijakan keimigrasian tentang eazy passport pada masa 



 

 
10 

pandemi Covid-19. Dan diharapkan bisa menjadi referensi 

bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.  

2. Secara Praktis  

Sebagai salah satu tugas dari akademik kampus yang 

harus dipenuhi, guna memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum 

pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan 

Lampung.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan ini untuk 

menghindari terjadinya sebuah plagiasi antara skripsi ini dengan 

skripsi yang lainya, terlrbih dahulu penulisan mencari-cari bahan 

sebagai contoh guna menjadi referensi pada penelitian ini. Dalam 

kajian penelitian terdahulu yang relevan ini penulis menemukan 

beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  

1. Skripsi yang ditulis oleh Dede Rachman ditulis pada tahun 

2019, program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam 

Negeri  Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul 

“Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pasal 8 Undang-undang No. 

6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Adapun hasil penelitian 

ini bahwa orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih 

berlaku. Dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa 

paspor dan dokumen perjalanan laksana paspor. Di dalam fiqh 

siyāsah warga negara asing dikenal dengan istilah musta’min. 

Jika musta’min beragama Islam maka diperbolehkan masuk 

dar al-ḥarb selama mereka hanya menetap sementara di 

tempat tersebut dan kembali ke dar al-Islām sebelum izinnya 

habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, namun 

jika musta’min itu seseorang kafir harbi yang masuk ke negeri 

Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika 

dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan 

tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari dar al-
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Islam. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah, pertama 

bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang 

keimigrasian dan bagaimana analisis fiqh siyāsah terhadap 

bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang 

keimigrasian.
15 

2. Skripsi yang ditulis oleh Agus Rachmat Malaro ditulis pada 

tahun 2021, program studi Hukum Administrasi Negara, 

Universitas Hasannudin Makassar. Skripsi yang berjudul 

“Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport pada Kantor Imigrasi 

Kelas I Kota Makassar”. Adapun hasil penelitian ini 

Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport yang diselenggarakan 

oIeh Kantor Imigrasi KeIas l Kota Makassar tidak melayanani 

percepatan paspor selesai pada hari yang sama melainkan 

memisahkan layanan percepatan paspor pada program layanan 

khusus percepatan paspor. Pertimbangan dikeluarkannya 

kebijakan penurunan jumlah minimum persayaratan dari 

minimal 50 pemohon menjadi minimal 30 pemohon perhari 

berdasarkan mobalisasi penduduk masyarakat Kota Makassar 

dan mepermudah masyarakat dapat menyanggupi jumlah 

pemohon untuk memperoleh layanan Eazy Passport di Kantor 

lmigrasi KeIas l Kota Makassar. Adapun permasalahan dari 

skripsi ini adalah, pertama Bagaimana pelaksanaan pelayanan 

Eazy Passpot pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar 

dan Apakah Pelayanan Eazy Passport pada Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Kota Makassar sejalan dengan Asas Pelayanan Publik 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
16 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ghassani Lishar ditulis pada 

tahun 2022, program studi Administrasi Publik, Universitas 

Medan Area. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelayanan Eazy 

                                                             
15 Dede Rachmat, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang 

No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2019). 
16 Agus Rachmat Malaro, “Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport Pada Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Hasannudin Makassar, 2021). 
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Passport Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”. 

Adapun hasil penelitian ini bahwa Program Diterbitkan untuk 

membatasi penyebaran Covid 19 dan mempermudah 

masyarakat dalam mengurus paspor. Jumlah pemohon sudah 

di targetkan oleh direktur jendral Imigrasi dengan target sehari 

50 pemohon setiap harinya. kantor Imigrasi Kelas I Khusus 

TPI medan tidak selalu mendapatkan 50 pemohon setiap hari 

nya, mereka tetap melaksanakan layanan Eazy passport 

tersebut. Sarana sudah memadai namun prasarana transportasi 

masih menjadi kendala untuk layanan Eazy Passport. Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI medan sudah memenuhi dan 

melaksanakan dengan baik terkait: Keandalan (Reability), 

Ketanggapan (Responsif), Keyakinan (Confidence), Empati 

(Emphaty), Berwujud (Tangible). Layanan Eazy Passport 

dilakukan di tempat pemohon dengan pegawai mendatangi ke 

tempat pemohon paspor.
17 

4. Jurnal yang pertama ditulis oleh Irwan Safri, Anggisa Ayu 

Elmin, Suci Lestari jurnal yang ditulis Tahun 2020, Sekolah 

Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Pare-pare. Dengan jurnal yang 

berjudul “Kebijakan Keimigrasian Di Masa  Pandemi  Covid-

19”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Direktorat 

Jenderal Imigrasi memberlakukan berbagai kebijakan terkait 

dengan status pandemi global terhadap penyakit Covid-19 di 

wilayah Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan 

sebagai bentuk pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal 

Imigrasi, dalam menjalankan fungsi fasilitator pembangunan 

kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan ini, 

diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya 

mengatasi penyebaran Covid-19 yang lebih masif. Adapun 

permasalahan dari jurnal ini adalah, pertama sarana sejauh 

mana jenis-jenis strategi pergerakan yang diidentifikasi 

dengan Covid-19 dari sudut pandang kebebasan dasar, kedua 

apa hambatan yang dihadapi saat melakukan pendekatan. 

Kesimpulan dari jurnal ini adalah transmisi cepat sampai pada 

                                                             
17 Nurul Ghassani Lishar, “Analisis Pelayanan Eazy Passport Pada Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022). 
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titik bahwa otoritas publik telah memberikan setidaknya dua 

pengaturan migrasi sebagai jalan bagi negara untuk 

menekannya dan pendekatan tersebut adalah pembatasan 

orang luar ke domain Indonesia dan pembatasan administrasi 

visa, namun ditemukan beberapa hambatan.
18

 

5. Jurnal yang kedua ditulis oleh Shofia Trianing Indarti, Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI, Surabaya “Kebijakan 

Keimigrasian di Masa Covid-19” Adapun hasil dari penelitian 

ini adalah pelayanan publik di bidang keimigrasian pada 

hakikatnya bersifat primer karena semua penyediaan 

barang/jasa publik tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, 

dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya 

penyelenggara, sehingga pengguna/klien mau tidak mau harus 

memanfaatkannya. Adapun permasalahan dari jurnal ini 

adalah, seberapa jauh kebijakan keimigrasian terkait Covid-19 

dalam perspektif  HAM dan apa saja kendala yang dihadapi 

saat menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah 

bahwa terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah selama Covid-19, yaitu pembatasan WNA ke 

wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. Kedua 

kebijakan tersebut pada hakikatnya tidak mengandung unsur 

pelanggaran HAM. Selain itu, tidak ditemukan kendala yang 

berarti dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sehingga 

semua berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM.
19

 

Yang terakhir adalah kajian penelitian yang penulis tulis 

adalah dengan judul skripsi “ Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang Eazy 

Passport Pada Masa Pandemi Covid-19 “ (Studi di kantor Imigrasi 

kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung). 

Perbedaan dari kajian terdahulu yang relevan  di atas sebagaimana 

yang telah penulis paparkan maka yang menjadi pembeda adalah 

                                                             
18 Irwan Safri, Anggisa Ayu Elmin, and Suci Lestari, “Kebijakan 

Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19,” Hukum dan HAM, Vol. 12, No. 3 (2020): 

1–15, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1366   
19 Shofia Trianing Indarti, “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: 

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal HAM, Vol.12, No.1 (2021): 19, 

https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.19-36. 
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pada penelitian ini penulis menekankan pada Tinjauan Fiqh 

Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian 

Tentang Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19. Yang 

menjadi persamaan adalah sama-sama meneliti tentang Kebijakan 

Keimigrasian pada masa Pandemi Covid-19. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research).20
 Observasi digunakan guna 

menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan 

pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara melihat 

fakta di lapangan dan dokumentasi. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang 

bersifat analisis. Dengan melihat dan mengamati guna 

dapat menganalisa dengan cermat agar dapat memperoleh 

sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.
21

 

2. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer   

Sumber data primer adalah data yang diperoleh 

seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara 

pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan 

diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Dalam 

penelitian ini sumber data primernya adalah kebijakan 

                                                             
20 Habib Nur Faizi, Jayusman, Efrinaldi, Andi eka Putra, Mahmudin 

Bunyamin, “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa 
Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: 

P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” El-

Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and IslamicFamily Law 3, no. 2 (2022): 42, 

http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/14525/pdf. 
21 Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori,Dan 

Praktik) (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 231. 
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pelayanan pada kantor imigrasi terhadap masyarakat pada 

masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di  kantor 

Imigrasi kelas I TPI  Bandar Lampung.
22

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adlah data yang diperoleh 

seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya 

(objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti 

mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan 

oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik 

secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-

buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, 

perundangan, dan sebagainya. 
23

 

3. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran 

kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 75 pegawai, 

kepala kantor imigrasi, seluruh pegawai kantor imigrasi, 

dan masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor 

imigrasi.
24

 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi.  

  Populasi menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu 6, kepala kantor 

imigrasi, dua pegawai kantor imigrasi yang bertanggung 

                                                             
22 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori,Dan Praktik). 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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jawab pada pelayanan bagian pembuatan Eazy passport, 

dan tiga masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor 

imigrasi. 

Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel 

kepala kantor imigrasi karena kepala kantor imigrasi 

merupakan pimpinan tertinggi yang ada di kantor 

imigrasi, dua pegawai kantor imigrasi yang bertanggung 

jawab pada pelayanan bagian pembuatan Eazy passport, 

dan tiga masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor 

imigrasi yang dianggap sudah dapat mewakili masyarakat 

lainnya yang melakukan pelayanan di Kantor Imigrasi 

Bandar Lampung.
25

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Penelitian ini dilakukan 

guna memperoleh kebijakan. Penelitian ini dilakukan 

guna memperoleh data-data di kantor imigrasi dalam 

pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian kepada 

masyarakat terkait eazy passport pada masa pandemi 

Covid-19 yang dilakukan di kantor Keimigrasian.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data 

dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. 

Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data 

yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung 

bertatap muka dengan objek penelitian unruk memperoleh 

keterangan yang diinginkan.
26

 Pokok bagi penulis dalam 

memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual 

dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan 

                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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dengan pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian 

kepada masyarakat terkait eazy passport pada masa 

pandemi Covid-19 yang dilakukan di kantor keimigrasian.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang 

dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang 

diteliti.
27

 Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, 

surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah sumber literatur mengenai data sudah 

terkumpul seperti di atas, maka untuk langkah selanjutnya 

adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang 

kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data 

tersebut terkumpul. 

b. Penandaaan data (coding) yaitu mengklarifikasikan 

jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-

kategori. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan dalam penelitian ini akan kelompokan ke 

dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 

BAB  I  Pendahuluan,  pada bab ini memuat penegasan  

judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian distematika pembahasan.  

                                                             
27 Ibid. 
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Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan 

memaparkan tentang pengertian fiqh siyāsah, ruang lingkup fiqh 

siyāsah, siyāsah tanfῑżiyyah syar’iyyah, kebijakan  keimigrasian,  

pengaruh  kebijakan,  kewenangan  kebijakan keimigrasian, 

peraturan tentang kebijakan keimigrasian pada masa pademi 

Covid-19 

Bab   III   Deskripsi   Objek   Penelitian.   Pada  bab   ini   

penulis   akan memaparkan analisis tentang gambaran umum 

kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung, dan Pengaruh 

kebijakan publik terhadap pelayanan keimigrasian di masa 

pandemi Covid-19. 

Bab   VI   Analisi   tentang   penelitian.   Pada   bab   ini   

penulis   akan memaparkan analisis tentang pelaksanaan 

pelayanan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport pada 

masa pandemi Covid-19.   Tinjauan fiqh siyāsah terhadap 

pelaksanaan kebijakan keimigrasian tentang eazy passport pada 

masa pandemi Covid-19. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat cakupan 

berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya 

rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut 

mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, 

lampiran-lampiran dan biografi penulis 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fiqh Siyāsah  

1. Pengertian Fiqh Siyāsah  

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara 

bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam.” 

Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, 

menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya 

sampai kepada kedalamannya.” Fiqh disebut juga dengan 

hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihādiyyah, pemahaman 

terhadap hukum syara‟ tersebutpun mengalami perubahan dan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 
28

 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. 

Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar 

manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan 

aspek hubungan antara sesama manusia secara luas 

(muamalah). Aspek muamalah inipun dapat dibagi lagi 

menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan) mawarits 

(kewarisan) murafa’at (hukum acara), siyāsah 

(politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dauliyyah 

(hubungan internasional).
29

 

Fiqh siyāsah adalah bagian dari pemahaman ulama 

mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan 

permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyāsah, perlu 

diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun 

terminologis konsep fiqh siyāsah tersebut. Kata ”siyāsah” 

yang berasal dari sāsa, berarti mengatur, mengurus, dan 

                                                             
28 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontertualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: PrenandaMedia Group, 2018), 2–3. 
29 Ibid. 
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memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyāsah adalah “pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Menurut Louis 

Ma‟luf memberikan batasan siyāsah adalah “membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan”. Ibnu Manzhur mendefinisikan siyāsah dengan” 

mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan”.
30

 

Secara menyeluruh fiqh siyāsah merupakan salah satu 

aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
31

 

2. Ruang lingkup fiqh siyāsah  

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyāsah. Di antaranya 

ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang 

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Namun 

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat 

teknis. 
32

 

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang 

berjudul al-aḥkām al-sulṭāniyyah, lingkup kajian fiqh siyāsah 

mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyāsah 

dustūriyyah (peraturan perundang-undangan), siyāsah 

māliyyah (ekonomi dan moneter), siyāsah qaḍā’iyyah 

(peradilan), siyāsah ḥarbiyyah (hukum perang), dan siyāsah 

idāriyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibnu 

Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu 

siyāsah qaḍā’iyyah (peradilan), siyāsah idāriyyah 

                                                             
30 Ibid. 
31 Ibid. 

32 Ibid. 
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(administrasi negara), siyāsah māliyyah (ekonomi dan 

moneter), dan siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijiyyah 

(hubungan internasional). Sementara Abdul al-Wahhab 

Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al siyāsah al-

syarʻiyyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian 

saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan. 
33

 

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu 

ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy 

malah membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan 

bidang, yaitu:  

a. Siyāsah dustūriyyah syarʻiyyah (politik pembuatan 

perundang-undangan). 

b. Siyāsah tasyrῑʻiyyah syarʻiyyah (politik hukum). 

c. Siyāsah qaḍaʻiyyah syarʻiyyah (politik peradilan). 

d. Siyāsah māliyyah syarʻiyyah (politik ekonomi dan 

moneter). 

e. Siyāsah idāriyyah syarʻiyyah (politik administrasi 

negara). 

f. Siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijiyyah syarʻiyyah (politik 

hubungan internasional). 

g. Siyāsah tanfῑżiyyah syarʻiyyah (politik pelaksanaan 

perundang-undangan). 

h. Siyāsah ḥarbiyyah syarʻiyyah (politik peperangan).
34

 

  Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian 

fiqh siyāsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. 

Pertama, politik perudang-undangan (siyāsah dustūriyyah). 

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

(tasyriʻiyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan peradilan 

(qaḍaʻiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan (idāriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, 

politik luar negeri (siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijiyyah). 

                                                             
33 Ibid. 

34 Ibid. 
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Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang 

berbeda kebangsaan (as-siyāsah ad-dauliyyah al-‘Ᾱmmah) 

atau disebut juga dengan hubungan internasional. 
35

 

3. Fiqh Siyāsah Tanfῑżiyyah 

 Kekuasaan eksekutif (as-Sulṭāniyyah at-Tanfῑżiyyah) 

terhadap beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:  

a. Imamah/imam dalam wacana fiqh siyāsah, kata imamah 

(imamah) biasanya identik dengan khalifah, Keduanya 

menunjukan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam 

negara Islam. Penegakan institusi imamah atau khalifah, 

menurut para fuqaha‟, mempunyai dua fungsi, yaitu 

memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-

hukumya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam 

batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, 

imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam 

rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan 

dunia.
36

 

b.  Imarah/amir berarti pemerintah atau pemimpin. Imarah 

berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah 

amir dimasa Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar 

bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam 

kamus Inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah 

komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan makna-makna 

tersebut, kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa 

yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan 

kata mir yang berarti pemimpin komunitas muslim 

muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sai‟dah. 

Gelar Mirul Mukmin disematkan pertama kali kepada 

khalifah Umar bin Khatab. Pada era Abbasiyah banyak 

membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat 

                                                             
35 Ibid. 
36 Abu A‟la Al Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), 256. 
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(Khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, 

seperti Dinasti Ulun.
37

 

c. Wizārah/wazῑr diambil dari kata al-wazr yang berarti al-

Isuql atau berat. Wizārah dikatakan seorang wazῑr 

memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Ke 

depannya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan 

pelaksanaanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, 

wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri 

yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.
38 

Wizārah atau wazῑr terbagi menjadi dua yaitu tafwiḍ 

dan tanfiż: 

1) Wazῑr tafwiḍ adalah pembantu utama kepala negara 

dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk 

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk 

menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-

kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala 

negara, dan juga membantunya dalam menangani 

segala urusan rakyat.
39

 

2) Wazῑr tanfiż adalah wazῑr yang hanya melaksanakan 

apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan 

apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya 

pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak 

mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh 

imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki 

fungsi sebagai kewazῑran, jika tidak dilibatkan ia 

lebih merupakan perantara (utusan) saja.
40

 

Prinsip-prinsip wazῑr tanfiż sebagai berikut:  

a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat 

terhadap apa yang diamanahkan;  

                                                             
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta:UI Pres, 2011), 58. 
40 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan 

Khalifah Islam), Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), 55. 



 

 
24 

b) Jujur dalam perkataanya, apa saja yang 

disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan 

apa saja yang dilarang akan dihindari;  

c) Tidak bersikap rakus tehadap harta yang 

menjadikannya mudah menerima suap dan tidak 

mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak 

gegabah;  

4) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan 

orang lain sebab sikap bermusuhan dapat 

menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan 

bersikap lemah lembut; 

5) Harus laki-laki karena ia harus sering mendamping 

imam dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu 

ia menjadi saksi bagi imam; 

6) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat 

dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan 

kekaburan; 

7) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa 

nafsunya, yang dapat menyelewengkan tidak kuasa 

membedakan antara orang yang benar dan orang yang 

salah; 

d. Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd secara harfiah, ahl al-hall wa 

al-‘aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan 

mengikat. Para ahli fiqh siyāsah merumuskan 

pengertian ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai orang yang 

memiliki kewenangan  untuk memutuskan dan 

menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). 

Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah 

lembaga perwakilan yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi atau saran masyarakat.
41 

 

                                                             
41 Maududi, Sistem Politik Islam, 256. 
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Tugas As-Sulṭāniyyah at-tanfῑżiyyyah adalah 

melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam 

hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan negeri maupun  yang menyangkut 

dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).
42

  

 Konsep imamah berasal dari kata umat, kamaknya 

umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa 

inggrisnya disebut nation, people. Menurut kamus Munawir, 

imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar itulah 

muncul perkataan imamah. Makna imam adalah pemimpin 

atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab 

tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah 

orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun 

tidak.
43

 

  Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah 

pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh 

ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin syi’ah 

adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam 

khilafah yang harus dipegang oleh salah satu seorang imam 

dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi 

Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw 

menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin bi Thalib. 

Namun disaat itu mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu 

Bakar sudah dibai‟at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak 

sempat mengikuti pembai‟atan itu. Karena itu. keluarga Nabi 

saw tersebut tidak segera berbai‟at kepada Abu Bakar. 

Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh 

membai‟atnya juga.  

 Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan 

yang menjadi dua kelompok besar yaitu sunni dan syῑʻah. 

                                                             
42 Ibid. 
43 Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-

Tokoh Politik Islam (Bandung: Pustaka setia, 2007), 91. 
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Kelompok sunni percaya bahwa kepemimpinan harus 

dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedangkan syῑʻah percaya 

secara definitif harus terdiri dari dari dua belas orang 

keturunan Rasulullah saw, Ali bin Abi Thalib yang menjabat 

sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah 

yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang 

pertama bagi syῑʻah. Syῑʻah sekarang ini berkembang di Iran, 

Iraq dan Lebanon. Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai 

kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus 

yakni:  

a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem 

perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-ʻaqd 

(semacam MPR) maupun ahl al-syura atau tim formatur 

kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang 

melahirkan kewajiban dan hak kepala negara disatu pihak 

serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Teori al-

Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan syῑʻah 

yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas 

dasar naas (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau 

penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari 

keluarga ahl al-bait. Pemilihan imam dipandang al-

Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (fadhu 

kifayah), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar 

atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk imamah 

dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang 

melibatkan dua pihak yaitu imam (ahlimamah) dan rakyat 

atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-‘aqd 

(orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). 

Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah 

terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa („adalah), 

mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan 

dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk 

jabatannya, serta sehat fikiran dan kebijakan (kearifan), 

sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Di 

samping itu masalah pemilihan imam, ahl al-hall wa al-

ʻaqd suatu musyawarah yang dilakukan bersama untuk 
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memutuskan sesuatu atas nama umat dan juga harus 

mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka 

pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. 

Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai 

calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka 

menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk 

menyampaikan bayʻah dan mematuhinya. Singkatnya 

fungsi al-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang yang 

akan diangkat sebagai imam.  

b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut 

suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar 

bin al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun 

dalam pandangan al-Mawardi kepala negara tidak 

kebal dari pemecatan dan tidak suci.  

 Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam 

adalah: 

1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan 

menjadi konsesus generasi Islam awal; 

2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan 

masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua 

kelompok yang bertikai; 

3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, 

sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan 

hartanya; 

4) Menegakan hukuman untuk menjaga hak-hak 

manusia dari penindasan dan perampasan; 

5) Membentengi perbatasan negara untuk mencegah 

serbuan (serangan) musuh; 

6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah 

agar mereka menjadi muslim atau ahl al-zimmah (non 

muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam); 

7) Mengumpulkan fay’ (rampasan dari musuh bukan 

perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut 
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syari‟ah maupun yang wajib menurut ijtihad. 

Mengatur kekayaan negara yang ada di bait al-Mal, 

dengan memperhatikan keseimbangan (tidak  boros 

dan tidak pelit, tapi seimbang dan proposional) 

8) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan 

menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan 

kepada orang-orang yang bias dipercaya; 

9) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan 

pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk 

mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. 

 

B.  Keimigrasian 

1. Pengertian Keimigrasian  

 Imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang 

artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara 

menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigration 

yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan 

penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju 

wilayah atau negara lain. Sebaliknya, imigratio dalam bahasa 

latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara 

untuk masuk ke dalam negara lain.
44

 

 Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan 

transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa lain migration, 

yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari 

dari suatu tempat ke tempat lain dekat atau jauh. Jadi dengan 

demikian, pengertian migran adalah perpindaha penduduk 

secara besar-besaran dari suatu tempat ke tempat lain. 

Sedangkan emigran adalah perpindahan penduduk keluar dari 

suatu negara. Akhirnya unruk negara yang didatangi disebut 

sebagai peristiwa imigrasi.
45

 

                                                             
44 Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Bandung: 

Bayumedia Publishing, 2011), 129. 
45 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang 

Asing di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), 1. 
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 Secara lengkap arti imigrasi adalah ”penyombongan 

orang-orang masuk kesuatu negeri”, atau definisi dalam 

bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: immigration 

is the entrance into an alien country of person intending to 

take part in the life of that country and to take it their more 

less permanent residence, artinya lebih kurang sebagai 

berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari 

orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan 

di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.
46

 

 Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 

2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang 

masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya 

dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
47

 Setiap 

warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar 

dan masuk wilayah.
48

 

 Konferensi internasional tentang Emigrasi dan 

Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai 

suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan 

niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Misalnya 

tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk 

bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau 

alasan hanya sekedar untuk mengadu untung di negara lain. 

Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu 

wilayah tertentu.
49

 Pada dasarnya fungsi dan peranan 

keimigrasian keimigrasian bersifat universal, yaitu 

melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar 

wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan 

berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara 

yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya 

                                                             
46 Abdullah Sjahririful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1993), 7. 
47 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
48 Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
49 Wijayanti, Hukum Kewarganesgaraan dan Keimigrasian, 130. 
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sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
50

 

2. Peran dan Fungsi Keimigrasian  

 Peran dan fungsi keimigrasian yang terdapat pada 

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

pada pasal 3, 4, 5, dan 6 sebagai berikut:  

Pasal 3: 

a. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah 

menetapkan kebijakan keimigrasian. 

b. Kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri. 

c. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan 

wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi 

yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas 

batas.
51

 

Pasal 4: 

a. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana di 

maksud dalam pasal 3, dapat dibentuk kantor imigrasi di 

kabupaten, kota, atau kecamatan. 

b. Disetiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk 

tempat pemeriksaan imigrasi. 

c. Pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (b) ditetapkan berdasarkan keputusan 

menteri. 

d. Selain kantor imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(a), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota 

negara, provinsi, kabupaten, atau kota. 

                                                             
50 Iman Santosa, Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningatan Ekonomi 

Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang (Skripsi: Universitas 
Krisnadwipayana, 2004), 24. 

51 Pasal 3 Undang-undang  No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
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e. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan 

unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah di rektorat 

jenderal imigrasi.
52

 

Pasal 5 

Fungsi keimigrasian disetiap perwakilan Republik 

Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh 

pejabat imigrasi dan pejabat luar negeri yang ditunjuk.
53

 

Pasal 6 

Pemerintahan dapat melakukan kerja sama internasional 

dibidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan 

badan atau organisasi internasional berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
54

 

3. Kewenangan  Keimigrasian  

 Imigrasi sebagai salah satu instansi negara yang 

memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum 

keimigrasian demi menjamin perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui tujuan 

hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:  

a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya 

b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan 

hukum c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa 

keadilan dalam kehidupan masyarakat. 
55

 

Seperti yang tertera dalam pelaksanaan penegakan hukum 

keimigrasian termuat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian melalui dua cara, yaitu: 

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (Bab VII, mulai dari 

Pasal 75-80)  

                                                             
52 Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
53 Pasal 5 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
54 Pasal 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
55 zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fatimah, “Tinjauan Maqāsid 

Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan 
Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu).” 
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2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam suatu proses pengadilan 

(Bab XI, terdiri dari 23 Pasal 113-136). Delik pelanggaran 

diatur pada Pasal 116, 117, 120b, dan 133e. Sedangkan delik 

kejahatan diatur pada pasal 113-116 dikurangi pada point 

delik pelanggaran.
56

 

 

C. Pengawasan Keimigrasian 

  Menteri melakukan pengawasan keimigrasian 

pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga 

negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau 

masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah 

Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang 

masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap 

keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.
57

 

 Pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia 

dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar 

atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan 

dengan: 

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. 

2. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai 

Pencegahan keluar Wilayah Indonesia 

3. Pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang 

memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah 

Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia 

4. Pengambilan foto dan sidik jari.
58

 

  Hasil pengawasan keimigrasian merupakan data 

keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat 

rahasia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing 

                                                             
56 Indarti, “Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia." Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1 (2021): 4-18, 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1366.  
57 Pasal 66 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
58 Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
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dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar. 

dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan: 

a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan 

informasi, 

b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai 

penangkalan atau pencegahan, 

c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang 

asing di Wilayah Indonesia, 

d. Pengambilan foto dan sidik jari, 

e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

hukum.
59

 

  Hasil pengawasan keimigrasian merupakan data 

keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat 

rahasia. Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap 

kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Menteri 

membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya 

terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di 

pusat maupun di daerah. menteri atau pejabat imigrasi 

ditunjuk bertindak selaku ketua tim asing.
60

 

  Orang pejabat imigrasi atau yang ditunjuk dalam 

rangka pengawasan keimigrasian wajib melakukan: 

1) Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga 

Negara Indonesia maupun warga negara asing 

2) Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia  

3) Pengumpulan data warga negara asing yang telah 

mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang 

                                                             
59 Pasal 67 Ayat 2 dan Pasal 68 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrsian. 
60 Pasal 68 Ayat 2 dan Pasal 69 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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Detensi imigrasi di kantor imigrasi maupun di rumah 

detensi imigrasi 

4) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses 

penindakan keimigrasian.
61

 

  Pengumpulan data dilaksanakan dengan memasukkan 

data pada sistem informasi manajemen keimigrasian yang 

dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. Setiap 

orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: 

a) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai 

identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan 

setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan. 

Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor 

imigrasi setempat. 

b) Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan 

atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh 

pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan 

keimigrasian.
62

 

  Pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta 

keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan 

menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang 

bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib 

memberikan data mengenai orang asing yang menginap di 

tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang 

bertugas. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap orang 

asing, tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di 

Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.
63

 

  Pejabat imigrasi melakukan fungsi Intelijen 

Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen 

Keimigrasian, pejabat imigrasi melakukan penyelidikan 

keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang:  

                                                             
61 Pasal 70 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
62 Pasal 70 ayat 2 dan pasal 71 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
63 Pasal 73 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
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(1)  Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi 

pemerintah 

(2) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat 

ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan 

kegiatan orang asing 

(3) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian 

(4) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi 

Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas 

Keimigrasian.
64

 

 Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan 

administratif  keimigrasian terhadap orang asing yang 

berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan 

berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan 

dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak 

menaati perundang-undangan. Tindakan administratif 

keimigrasian dapat berupa peraturan sebagai berikut: 

(a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau 

penangkalan 

(b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal 

(c) Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat 

tertentu di Wilayah Indonesia 

(d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 

tertentu di Wilayah Indonesia 

(e) Pengenaan biaya beban 

(f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
65

 

  Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi 

dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di 

wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari 

ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. 

                                                             
64 Pasal 74 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.. 
65 Pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.6 Pasal 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian 

dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.
66

 

 Orang asing yang dikenai tindakan administratif 

keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri. 

Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang 

diajukan orang asing dengan keputusan menteri. Keputusan 

menteri bersifat final. pengajuan keberatan yang diajukan oleh 

orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif 

keimigrasian terhadap yang bersangkutan.
67

 

  Orang asing pemegang izin tinggal yang telah 

berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah 

Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu 

izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Orang asing yang tidak 

membayar biaya beban dikenai tindakan administratif 

keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Orang asing 

pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya 

dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 

(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai 

tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan 

penangkalan. Penanggung jawab alat angkut yang tidak 

memenuhi kewajiban dikenai biaya beban. Biaya beban 

merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak 

dibidang keimigrasian.
68

 

  Menteri berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan pencegahan yang menyangkut bidang 

keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan: 

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan 

administratif keimigrasian 

                                                             
66 Pasal 75 Ayat 3 dan Pasal 76 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
67 Pasal 77 Uundang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
68 Pasal 78,79, dan 80 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 

Pasal 78, 79 dan 80 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian 

6. Keputusan perintah kementerian/lembaga lain atau yang 

permintaan berdasarkan undang memiliki kewenangan 

Pencegahan.
69

 

  Menteri keuangan, jaksa agung, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Ketua komisi pemberantasan 

korupsi. Kepala badan narkotika nasional, atau pimpinan 

kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan 

bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah 

pencegahan yang dibuatnya. Dalam keadaan yang mendesak 

pejabat dapat meminta secara langsung kepada pejabat 

imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.
70

 

  Pelaksanaan atas keputusan pencegahan dilakukan 

oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan 

ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang 

berwenang. Keputusan memuat sekurang-kurangnya: 

a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, 

serta foto yang dikenai pencegahan 

b. Alasan pencegahan 

                                                             
69 Pasal 91 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
70 Pasal 91 Ayat 3 dan Pasal 92 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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c. Jangka waktu pencegahan.
71

 

 Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang 

yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan 

pencegahan dikeluarkan oleh pejabat keputusan tersebut juga 

disampaikan kepada menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk 

dilaksanakan. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan 

pencegahan apabila keputusan pencegahan tidak memenuhi 

ketentuan pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan 

harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai 

dengan alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang 

ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan 

pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem 

informasi manajemen keimigrasian.
72

 

  Berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi 

wajib orang yang dikenai pencegahan keluar Wilayah 

Indonesia. Setiap orang yang dikenai pencegahan dapat 

mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan 

keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara 

tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka 

waktu berlakunya masa pencegahan. Pengajuan keberatan 

tidak menunda pelaksanaan pencegahan.
73

 

  Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 

(enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 

(enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan 

masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Dalam 

hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

                                                             
71 Pasal 93 dan 94 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
72 Pasal 94 Ayat 3-7 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
73 Pasal 95 Dan 96 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
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tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi 

alasan pencegahan.  Pencegahan berakhir demi hukum.
74

 

  Menteri berwenang melakukan penangkalan. Pejabat 

yang berwenang dapat meminta kepada menteri untuk 

melakukan penangkalan. Pelaksanaan penangkalan dilakukan 

oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Penangkalan 

ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan penangkalan 

atas permintaan pejabat dikeluarkan oleh menteri paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan penangkalan 

tersebut diajukan.
75

 

1) Permintaan penangkalan memuat sekurang-kurangnya: 

Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, 

serta foto yang dikenai penangkalan; 

2) Alasan penangkalan; 

3) Jangka waktu penangkalan.
76

 

 Menteri dapat menolak permintaan penangkalan 

apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi 

pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus 

disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan 

penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk 

memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan 

penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui sistem 

informasi manajemen keimigrasian.
77

 

  Berdasarkan daftar penangkalan, pejabat imigrasi 

wajib menolak orang asing yang dikenai penangkalan masuk 

Wilayah Indonesia. Jangka waktu penangkalan berlaku paling 

lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling 

lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan 
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77 Pasal 100 Ayat 4-6 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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perpanjangan masa penangkalan. Penangkalan berakhir demi 

hukum, keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan 

terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban umum.
78

 

  Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan 

berdasarkan hukum acara pidana. PPNS keimigrasian diberi 

wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

PPNS keimigrasian berwenang: 

a) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana 

keimigrasian 

b) Mencari keterangan dan alat bukti 

c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

d) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 

tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan 

e) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau 

menahan seseorang yang disangka melakukan tindak 

pidana keimigrasian 

f) Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan 

g) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka 

dan memeriksa identitas dirinya 

h) Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang 

ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian 

i) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar 

keterangannya sebagai tersangka atau saksi 

j) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara 

k) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 

terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian 
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l) Mengambil foto dan sidik jari tersangka. 

m) Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang 

berkompeten 

n) Melakukan penghentian penyidikan. 

o) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
79

 

 Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian 

berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan. PPNS 

Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut 

umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian 

berupa: 

(1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara 

pidana 

(2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan 

dikirimkan. Dan diterima atau disimpan secara elektronik 

atau yang serupa dengan itu 

(3) Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang 

berwenang.
80

  

 Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan 

tindak pidana keimigrasian dapat dikenai penahanan. 

Terhadap tindak pidana keimigrasian diberlakukan acara 

pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam 

hukum acara pidana. PPNS keimigrasian menyerahkan 

tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan 

disertai catatan mengenai tindak pidana keimigrasian yang 

disangkakan kepada tersangka. PPNS keimigrasian dapat 

melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga 

penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

                                                             
79 Pasal 104, 105 dan 106 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
80 Pasal 107 dan 108 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 
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berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia.
81

 

  

D. Peraturan Kebijakan Keimigrasian Tentang Eazy Passport 

Dalam rangka peningkatan pelayanan paspor dan inovasi 

pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta 

sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan 

paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

kantor imigrasi melaksanakan layanan eazy passport yaitu 

pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju 

lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor 

keliling dan/atau mobil unit Surat Perjalanan Republik Indonesia 

(SPRI). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat 

Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan Eazy 

Passport. Yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor: IMI-

1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan Eazy Passport  yang 

berdasarkan landasan hukum: 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian;
82

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
83
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3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 
84

 

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-

03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja 

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;
85

 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-

GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam masa 

tatanan normal baru.
86
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LAMPIRAN 

 
Surat balasan pra riset  
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Surat balasan izin riset dinas penanaman modal satu pintu\ 
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Surat balasan izin riset 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung 

1. 98
  

Masyarakat yang melakukan pembuat eazy passport 

1. Dari mana masyarakat mengetahui tentang informasi eazy 

passport? 

2. Berapa biaya yang di keluarkan untuk pendaftaran pembuatan 

eazy passport? 

3. Apakah ada pemungutan di luar dari pendaftaran pembuatan 

eazy passport? 

4. Pelayanan eazy passport yang dilakukan oleh petugas imigrasi? 

5. hambatan dalam mengurus pembuatan  passport? 

6. manfaat adanya pelayanan eazy passport? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Bagaimana Pelaksanaan pelayanan eazy passport kepada masyarakat?  

Apa saja hambatan saat pelaksanaan pelayanan eazy  paspport? 
Apakah pelaksanaan kebijakan terkait surat edaran tentang eazy passport 

sudah terlaksana dengan baik? 
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